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ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28
Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP
No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun
2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2019;
Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No.
52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018;
Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022,
Pendapatan daerah yang direncanakan, Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, Pajak
daerah Kota Bekasi, dan Retribusi daerah Kota Bekasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2021. - Peraturan

pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.



